BAB I

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Riau

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dimana ada seebuah penjelasan mengenai lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga ini yang berperan aktif
dalam perlindungan konsumen dan bergerak sebagai pengawas dan sekaligus
penampung semua keluhan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat (LPKSM) sendiri menurut undang-undang perlindungan
konsumen adalah lembaga non-pemerintah yang diakui oleh pemerintah yang
mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen.

Lembaga perlindungan konsumen sendiri perlu dukungan dari
pemerintah untuk menjalankan semua tugasnya, dan disini pemerintah
memberikan langsung kepada masyarakat untuk berperan melalui sebuah
lembaga . Yaitu salah satu peran masyarakat adalah adanya lembaga
perlindungan konsumen swadya masyarakat. Peraturan Pemerintah No 58
Tahun 2001 juga mengatur tentang adanya Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadya Masyarakat (LPKSM) yaitu dalam pasal 1 ketentuan umum lembaga
non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen?’. Dengan ketentuan peraturan di

atasalah kota Pekanbaru kota yang sedang bekembang membentuk sebuah

?"Lihat Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
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Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat (LPKSM) yang
namanya adalah Yayasan Lembaga Perliindungan Konsumen Pekanbaru
dimana lembaga ini adalah anak dari YLKI yang bepusat di Jakarta tepatnya
Jakarta selatan. Sedangkan YLKI RIAU sendiri mulai berdiri sejak 2012
hingga sekarang beralamatkan di JI. Hangtuah, No 153, Kel. Rejosari Kec.
Bukit Raya kota Pekanbaru, Riau, Indonesia dengan pimpinan Sukardi Ali
Azhar yang masa berlakunya dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.
Lembaga ini berbentuk badan hukum, yang merupakan sebuah lembaga yang
dimana dibentuk dan didasaari oleh kepedulian sesama. Peraturan tugas-tugas
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat ini, merupakan visi dan
misi dari YLKI ini agar dampak pada konsumen begitu nyata. Adapun visi dan
misi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pekanbaru adalah®® :
a) Visi

Visi YLKI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani

memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.
b) Misi

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.

2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen;

3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public;

4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

Selain itu, nilai-nilai dasar yang dianut YLKI adalah non profit, non

partisan, tidak diskriminatif, demokratis, keadilan sosial, keadilan gender,

%8 Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia Riau,Visi dan misi.
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keadilan antar generasi, hak asasi, solidaritas konsumen, dan independen.
Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, lembaga YLKI ini
berharap masyarakat yang pada umumnya konsumen, untuk berkerja sama
guna mewujudkan visi dan misi YLKI ini. Jadi untuk menjamin keprcayaan
masyarakat akan lembaga ini, maka perlulah masyarakat mengetahui bahwa
lembaga ini sudah di tur pendaftaran lembaganya oleh YLKI pusat dan telah
memiliki banyak cabang di Indonesia, termasuk kota Pekanbaru ini.
Pendaftaran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga telah
diatur dalam undang-undang agar bisa diakui oleh pemerintah.

Pendaftaran dapat dilakukan pada salah satu pemerintah Kabupaten
atau kota di Indonesia pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi/
Kabupaten kota wilayah seluruh Indonesia mengakui LPKSM yang telah
melakukan pendaftaran tersebut.?*Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya
Masyarakat, bahwa dalam Pasal Il menentukan bahwa lembaga harus
didaftarkan, agar pemerintah mengakui lembaga yang memenuhi syarat, yakni
terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dibidang perlindungan
konsumen. Dan juga bagi lembaga yang membuka kantor perwakilan atau
cabang cukup melaporkan kantor perwakilan cabang tersebut kepada
pemerintah setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran ditempat

kedudukan kantor perwakilan/ cabang tersebut.®*®* Adapun Tata cara

Ppenjelasan undang-undang perlindungan konsumen mengenai Peraturan pemerintah
nomor 58 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat .

%Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta : PT.Raja
Gafindo Persada,2011) h.215.
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pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur

dalam keputusan menteri.®*

Tata Cara Pendaftaran LPKSM vyaitu :

1. Permohonan untuk memperoleh tanda daftar lembaga perlindungan
konsumen (TDLPK) diajukan oleh lembga swadya masyarakat kepada
bupati/walikota melalui kepala dinas setempat, dengan mengisi formuli
rsurat permohonan.

2. Apabila kewenangan pemberian TDLPK dilimpahkan kepada kepala dinas,
maka permohonan diajukan langsung kepada kepala dinas setempat dengan
mengisi formulir permohonan

3. Permonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
ditandatangani oleh pimpinan lembaga swadaya masyarakat atau
penanggung jawab/kuasanya.*

Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten diseluruh
indonesia memang mengakui lembaga yang telah melakukan pendaftaran
tersebut. Tetapi tetap saja lembaga ini harus dibenarkan masih bergerak atau
tidak, mengingat pasal 10 peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001,
menetukan bahwa:

1. Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM apabila LPKSM tersebut :

a. Tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau

3lperaturan pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen
swadya masyarakat.

%2Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor
302/MPP/Kep/10/2001 tentang pendaftran lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat.
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b. Terbukti melakukan kegiatan pelangaran ketentuan undang-undang
nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan
pelaksanaannya.

2. Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimna
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri.

Kehadiran lembaga perlindungan konsumen memanglah begitu penting,
karena Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah
organisasi masyarakat non pemerintah yang bersifat nirlaba dan independen
yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI
diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan
kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta
lingkungannya.. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) adalah
lembaga yang bertujuan untuk melindungi para konsumen terhadap
penggunaan barang/jasa yang dibutuhkannya dari usaha-usaha penipuan
kualitas dan harga barang atau pelayanan yang kurang menyenangkan dari
pihak produsen atau pedagang. YLKI didirikan pada tanggal 11 Mei 1973 atas
usulan Ny. Lasmidjah Hardi dan lembaga ini berkantor pusat di Jakarta dan
memiliki cabang di seluruh Indonesia™®.

Pada awalnya YLKI ini berdiri karena keprihatinan sekelompok
masyarakat akan kegemaran konsumen indonesia pada waktu itu dalam
mengkonsumsi produk luar negri. Oleh karena itu pendiri YLKI ini membuat

sebuah promosi bagi produk dalam negri. Hingga saat ini YLKI tetap berusaha

%% Yudha, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,ylki.or.id terakhir kali diakses pada 13
oktober 20126 pukul 212.49wib.
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mensejahteranhkan konsumen dan membangun cabang agar tidak hanya
konsumen pusat yang merasakannya, tetapi konsumen daerah provinsi-provinsi
lain pun juga merasakan dan menjadi bagian dari tujuan perlindungan
konsumen ini. Adapun tujuan dari pada YLKI ini meurut sejarah iaalah untuk
menigkatkan kesadran hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi
dirinya sendiri dan lingkungan. Walaupun YLKI ini lahir sebelum pada
diundangkannya UUPK, tetapi YLKI telah mendapat pengakuan dari
pemerintah dan MENKUMHAM dan dapat menjalankan tugasnya pada waktu
itu. YLKI pada waktu itu bergabung dengan Organisasi Konsumen
Internasional (International Organization of Consumer’s Union — IOCU) sejak
15 Maret 1974, dan telah menjadi Anggota Penuh dari Organisasi yang
sekarang dikenal sebagai Consumers International (CI).
Pertumbuhan ekonomi nasional pada era tahun 70 an sampai awal tahun
80 an diwarnai dengan perkembangan yang pesat dalam sektor industri, tetapi
belum disertai dengan peningkatan kualitas barang dan jasa. Dalam masa Kini,
YLKI memusatkan kegiatannya untuk melakukan pengawasan atas kualitas
berbagai barang dan jasa yang beredar di pasaran, yang sebagian besar masih
belum memenuhi standar. Berbagai masukan yang diberikan YLKI bagi Pelaku
Usaha dan Pemerintah sangat penting bagi perbaikan dan penetapan standar
mutu.
Selama dekade 80an, YLKI mengembangkan kesadaran baru atas
pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya memperkuat

jaringan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen.
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Pada periode ini YLKI mengerahkan segala upayanya untuk pembangunan
jaringan, pengembangan institusi serta pemahaman ideologi gerakan konsumen
/konsumerisme. Selama dekade ini, kekuatan YLKI juga difokuskan untuk
mendesakkan sebuah kebijakan strategis dan mendasar agar negeri ini
mempunyai Undang-undang Perlindungan konsumen.

Pada era 90an, ketika Undang-undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) telah menjadi hukum positif di Indonesia, masalah terbesar YLKI
adalah agar UUPK mampu menjadi produk hukum yang efektif untuk
melindungi konsumen. Periode ini juga merupakan masa di mana YLKI
menjalankan peranan penting dalam pengawasan atas efek negatif dari
pemberlakuan perdagangan bebas dalam era globalisasi. Karena dalam UUPK
terdapat tugas yang penting bagi lembaga perlindungan konsumen seperti
YLKI. Adapun tugas lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat
sebagaimana di tentukan dalam pasal 44 ayat (3) huruf a UUPK yaitu :*

1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian nkonsumen dalam mengkonsumsi barang dan
jasa

2) Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya.

3) Bekerja sama dengan isntansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen.

4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima

keluhan atau pengaduan masyarakat.

% Ahmadi miru dan Sutarman yodo, op.cit., h.217.
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5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001,
telah ditegaskan agar konsumen mengerti dan paham mengenai arti Undang-
undang perindungan konsumen dan menjadi tugas bagi LPKSM seperti YLKI
memberikan dan menawarkan informasi mengenai produk produk yang benar
dan mana yang salah. Adapun informasi dan periklanan, klausula baku dan
lain-lain. Sedangkan penyebaran informasi yang dilakukan LPKSM dapat
dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan
informasi, dan lain-lain.*

Sedangkan tugas dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sendiri
yang tercantum dalam peraturannya yaitu di UUPK No 8 Tahun 1999 pasal 44
ayat (3)*°. Dan sebab itu segala peramalahan konsumen dapat di adukan ke
lembaga YLKI ini dan tentunya YLKI siap untuk memperjuangkan hak hak
konsumennya yang telah di jelaskan oleh UUPK dalam pasal 44. Jadi
konsumen dapat melakukan pengaduan melalui lembaga konsumen yang ada di
daerah masing-masing. Karena kebanyakan konsumen sekarang hanya
melakukan dengan menyurati, menegur secara lisan yang tak jarang tak di
tanggapi oleh pelaku usaha. Karena kebanyakan konsumen hanya diam dan
tidak tahu melakukan pengaduan melalui apa dan siapa, karena kurang nya

penyuluhan dan diskusi publik mengenai perlindungan konsumen oleh

% Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit., h.17.
% Undang-Udang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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pemerintah. Padahal cara yang dimaksud dan lebih efektif adalah dengan
meminta bantuan LPKSM untuk membantu menyelesaikan semua masalah.
Konsumen bisa meminta bantuan melalui telefon, dan juga bisa
mendatangi langsung kantor lembaga seperti YLKI RIAU yang alamatnya
tertera di atas. Dengan bantuan LPKSM, biasanya konsumen yang akan
mengadukan haknya juga memperoleh banyak pengetahuan hukum yang
sangat berarti sebagai bekal atau dasar untuk menyelesaikankan masalshnya,

termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha nantinya.®’

. Serangkaian Strategi dan Kegiatan YLKI antara lain :

Adapun kegiatan YLKI tentu ada cara agar konsumen yang melapor
pada YLKI mendapatkan haknya dan ada beberapa strategi dan kegiatan YLKI
adalah:

a. Advokasi
Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan
pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada
tingkat lokal dan nasional.

b. Penggalangan Solidaritas
Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas
antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok

konsumen.

$"Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan,( Jakarta : Visimedia, 2008) h.93.
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c. Pengembangan Jaringan
Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan
organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional.

d. Penyebaran Informasi yang Tidak Memihak
Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif
lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan.

C. Struktur Organisasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Riau
Anggota Badan Pengurus YLKI RIAU terdiri dari® :
1. Pembina
2. Pengawas
3. Pengurus (Pengurus Harian)

4. Anggota.

% Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Riau
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Struktur Organisasi YLKI Pekanbaru

PEMBINA

v

PENGAWAS

!

PENGURUS HARIAN
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PENGADUAN KONSUMEN

PENGUJIAN

PENDIDIKAN DAN
PUBLIKASI

<« HUB. ANTAR LEMBAGA
G KEUANGAN
—— UMUM

Struktur Organisasi YLKI kota Pekanbaru diatur sebagai berikut:

1. Menjalin hubungan yang kuat antara tingkat pusat, daerah (provinsi),

cabang(kabupaten/kota);

2. Menjalin hubungan yang kuat antara pembina, pengawas, dan pegurus agar

tercapainya kinerja yang lebih efekif di dalam YLKI.

Syarat untuk masuk menjadi anggota YLKI RIAU adalah :

1. Warga negara Indonesia

2. Dewasa

3. Sehat rohani dan jassmani serta setuju pada asas dan tujuan organisasi
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4. Beriman dan bertagwa kepada tuhan yang maha esa, bermoral, tidak
terlibat partai terlarang, berpendidikan minimal setara SMU/SMK
sederajat.

5. Aktif dalam setiap usaha organisasi dan mematuhi peraturan dan ketentuan
yang berlaku di organisasi YLKI RIAU.

Jadi dalam organisasi YLKI RIAU ini memang diperlukan loyalitas
terhadap Pembina, Pengawwas, dan pengurus, serta anggota yang terlibat untuk

guna mecapai tujuan dari UUPK melindungi hak-hak dari pada konsumen di

Pekanbaru ini.



